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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrop terbalik 
ix 
  
 
10 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostop 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda( ʼ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
x 
  
 
11 
Vokal rangkap bahasa Arabyang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
Ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
I 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
U 
 
u dan garis di 
atas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasiuntuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
xi 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā‟ marbūṭah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah  atautasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (   ʷ   ), dalam transliterasinya ini 
dilambangkan  dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 
tanda syaddah. 
Jika huruf  يber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma‟arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ʼ ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
xii 
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Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an 
(dari al-Qur‟an), sunnah, khusus dan umum.Namun, bila kata-katatersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-
Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
xiii 
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ABSTRAK 
Nama : Mufliha Burhanuddin 
NIM  : 10100113015 
Jurusan   Peradilan Agama 
Judul    :Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Undang-undang Perkawinan 
dan Hukum Islam di Indonesia 
 
 
Tujuan penelitian ini untuk: 1) mengetahui kedudukan bersatu majelis bagi 
ijab Kabul dalam akad nikah melalui video call, 2) mengetahui hukum akad nikah 
melalui video call dalam tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum Islam di 
Indonesia, 3) mengetahui kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan akad 
nikah melalui video call . 
 .penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian pustaka 
(library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari 
pustaka, buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan 
yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan 
tentang masalah akad nikah melalui video call baik dari perspektif Islam maupun 
hukum perdata dan lain-lain 
Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa akad nikah melalui video call dalam 
tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan 
dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum 
pendapat mana yang diberlakukan di pengadilan agama, maka akad nikah sah 
selama proses terjadinya ijab Kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan 
syarat dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta 
tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut 
sudah sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 
kompilasi hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan 
sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai 
laki-laki melalui telepon.. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diharapkan dapat member 
pemahaman tentang akad nikah melalui video call yang dirasa cukup permanfaat 
bagi masyarakat agar tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut 
tidak sah tanpa mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang masalahnya, 
sehingga kita dapat lebih pandai menyikapi hal-hal baru berkaitan tentang hukum 
perkawinan, dan perlunya ada aturan yang jelas dari lembaga penegak hukum 
mengenai pendapat yang diberlakukan di pengadilan agama. Apabila sudah ada 
ketegasan undang-undang maka umat Islam wajib terikat dengan undang-undang 
atau peraturan yang disepakati. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan 
yang dikaruniai akal dan pikiran, kesempurnaan untuk berjalan serta mampu 
berkomunikasi dan berbicara yang membedakannya dengan makhluk lain di muka 
bumi.  
Bertambahnya jumlah populasi manusia di muka bumi menyebabkan 
tersebarnya manusia ke berbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak, padahal 
manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain 
disekitarnya. Secara sosiologis/manusia disebut sebagai mahluk yang tidak dapat 
hidup sendiri, oleh karena itu setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan 
serta membutuhkan individu lain agar dapat menutupi kekurangannya dengan cara 
mencintai sesama manusia tanpa membedakan ras, etnis atau perbedaan fisik. 
Pembicaraan mengenai perkawinan selalu menarik perhatian, bukan karena 
di dalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas, melainkan karena perkawinan 
merupakan sebuah hal yang sakral dalam ajaran agama.  
Secara etimologi pernikahan berarti persetubuhan.
1
 Ada pula yang 
mengartikan perjanjian. Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah 
adalah aqad yang dikukuhkan utnuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, 
yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu 
pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar 
pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat  „aqad 
(perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan semata.
2
  
                                                 
1
 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (cet. 11, Jakarta: Siraja 
Prenada Media Group, 2006), h. 11-12. 
2
 Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.4. 
  
 
2 
Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 
dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa.
3
 
Sedangkan menurut Anwar Harjono di dalam buku Hukum Perkawinan di 
Indonesia “perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. 
Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara 
orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan 
penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat „ nikah 
itu, samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri. 
Salah satu ayat yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan 
tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah‟. QS al-Rum/30:21. 
                                                                                                     
                       
                       
Terjemahnya : 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir. 
Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah swt 
ialah Ia menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan melalui akad nikah 
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(menjadi suami istri). Hal ini membedakan manusia dengan binatang. Ayat ini 
berbicara tentang tujuan perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk 
membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah warahmah (cinta 
kasih)
4
 
Pernikahan merupakan paling utama untuk menentukan waktu sepasang 
laki-laki dan wanita dihalalkan berkumpul, sehingga terbebas dari perzinahan.
5
 
Sebab, dapat merusak kehidupan manusia. Menurut ajaran Islam, zina merupakan 
salah satu dosa besar yang bukan hanya menjadi urusan pribadi yang 
bersangkutan, melainkan termasuk pelanggaran hukum dan wajib diberi sanksi 
bagi yang melakukannya.  
Pernikahan telah sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang 
termasuk dalam rukun pernikahan, antara lain adalah: 
1.  nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wanita. 
2. Adanya (shighat), yaitu perkataan dari pihak wali wanita atau wakilnya (Ijab) 
dan diterima oleh pihak laki atau wakilnya (kabul), 
3. Adanya wali dari calon istri, dan  
4. Adanya dua orang saksi. 
Apabila ada salah satu dari syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahan 
dianggap tidak sah. Oleh karena itu, diharamkan bagi keduanya berkumpul 
(berhubungan badan). Sebaliknya, jika semua rukun dan syarat terpenuhi, maka 
pernikahannya sah. 
Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun: ijab dan kabul, 
yaitu keridhaan dan persetujuan laki-laki dan perempuan untuk menikah. nikah 
boleh dilangsungkan dengan berbagai macam redaksi yang dapat dipahami oleh 
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kedua bela pihak yang melakukan. Intinya, ucapan yang disampaikan 
menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan, dan ucapan itu 
dipahami oleh kedua orang saksi. Misalnya, untuk menerima pernikahan itu calon 
suami berkata saya setuju atau saya menerimannya atau saya meridhainya”. Untuk 
lafaz ijab, wali nikah boleh mengatakan “saya nikahkan engkau‟, atau “saya 
kawinkan engkau”. 
 Islam berkata, akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan 
perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak. Demikian pula akad-
akad lainnya. Saya bertanya kepada guru kami al-Albani: apakah menurutmu 
suatu akad nikah telah sah jika terdapat ucapan ijab dan kabul yang dipahami oleh 
dua orang saksi, dengan bahasa apapun juga? Beliau Rahimahumullah 
menjawab:Ya”. 
 nikah juga boleh dilakukan dengan lafaz hibah, menjual, atau memberikan: 
selama yang diajak berbicara memahami maksudnya. Sebab, perkataan tersebut 
merupakan Akad, sedangkan suatu Akad tidak disyaratkan lafaz khusus yang 
menentukan sahnya Akad tersebut. Bahkan, semua lafazh boleh digunakan jika 
makna lafaz tersebut dapat dipahami sebagaimana yang dimaksudkan secara 
syar‟I, Artinya, terdapat kesamaan antara lafaz yang digunakan dan maknanya 
sesuai dengan syari‟at. 
Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk 
kepentingan dagang (muamalah) dan individu. Untuk memesan sesuatu, atau 
untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang 
secara fisik, tetapi cukup melalui video call (fitur jaringan 3G yang 
memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat 
yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam dunia dagang atau 
keperluan pribadi. Penggunaan video call sesuatu yang sudah lumrah (biasa). 
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Namun bila video call itu dimanfaatkan untuk akad nikah (munakahat) masih 
terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang 
sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. 
 nikah melalui video call adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui 
video call wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan 
kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat 
didengar  dan dilihat dengan jelas oleh calon suami; begitu pula sebaliknya, 
ucapan kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak 
perempuan.
6
  
Terjadinya nikah melalui video call merupakan bagian dari kemajuan 
teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi 
seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Menurut 
penulis konteks hukum Islam itu universal, maka hukum yang dimaksud juga 
harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga bersesuaian 
dengan kaidah dan ushul fikih itu sendiri. 
Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 
sumber dan ajaran Islam, yaitu bukan amali berupa interaksi sesama manusia, 
selain jinayat bahkan sesama makhluk.
7
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan 
dengan kehidupan berdasarkan al-Qur‟an dan hadis.8 Artinya hukum Islam yang 
dimaksudkan merupakan produk fikih Indonesia. 
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Pengertian hukum Islam atau hukum syara‟ menurut istilah ulama usul, 
adalah: doktrin (khitab) syari‟ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang 
mukallaf secara perintah atau diperintah memiliki atau berupa ketetapan (taqrir). 
Sedangkan istilah ulama fikih, bahwa hukum Islam adalah pengaruh yang 
ditimbulkan oleh firman Allah atau sabda Rasul yang berkaitan dengan perbuatan-
perbuatan mukallaf, seperti wajib, haram, dan mubah.
9
 
Menurut Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah bagian 
dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat 
luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam 
dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan dan masyarakat 
secara umum.
10
 
Kemudian dalam Ensiklopedia Hukum Islam, ulama usul fikih 
mendefinisikannya dengan tuntutan Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan 
orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan, atau menjadikan sesuatu menjadi 
sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah (keringanan) atau perbuatan. 
Perihal berbagai pengertian tentang hukum Islam di atas, dapat dipahami 
bahwa hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan dibukukan di 
Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-
peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam empat produk 
pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan perundang-
undangan, serta penulis menambah sebuah teori sosiologi hukum yang 
dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. 
Di Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di 
praktekkan oleh pasangan Mardiani dengan Aryo Sutarto yang telah 
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dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 1989, pada saat itu pernikahan dilangsungkan 
calon mempelai laki-laki berada di Amerika Serikat, sedangkan calon mempelai 
perempuan berada di Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
11
 
pasangan Ritma dan Fajar dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2011 pada 
saat itu pernikahan dilangsungkan di kediaman calon mempelai wanita yang 
berada di banyuwangi 
12
 
Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki  
apabila ijab dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) 
dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi 
syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Demikian pendapat ulama fikih. 
Namun, mereka berbeda pendapat dalam menginterpretasikan istilah “satu 
majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus 
berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain 
adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak 
dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan 
demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain  
yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu. 
Imam Syafi lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik. Dengan 
demikian wali dan calon mempelai laki-laki, harus berada dalam satu ruangan, 
sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan, agar kedua belah 
pihak (wali dan calon suami), saling mendengar dan memahami secara jelas ijab 
dan Kabul yang mereka ucapkan.
13
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Akad nikah yang berlangsung dalam satu ruangan erat kaitannya dengan 
dua orang saksi yang menjadi salah satu rukun nikah. Kedua saksi itu harus tahu 
betul, apa yang didengar dan dilihatnya dalam majlis akad nikah itu, demikian 
penegasan Imam Syafi‟i. Menurut beliau, kesaksian orang buta tidak dapat 
diterima karena tidak dapat melihat. Hal ini berarti, bahwa akad nikah melalui 
video call dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan 
diatas. 
Imam Ahmad bin Hambali menginterprestasikan “suatu majelis” dalam arti 
non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan Kabul dapat diucapkan dalam 
satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh 
kegiatan lain. 
Berdasarkan penjelasan di atas (pendapat Imam Hambali). Dianggap sah 
asal saja diberi pengeras suara, karena mendengar ijab merupakan satu 
keharusan.
14
 
Untuk dapat menentukan status hukum suatu perbuatan hukum, menurut 
syari‟at Islam harus diketahui terlebih dahulu sumber hukum Islam yang paling 
sahih. Dengan memahami sumber hukum aslinya, akan lebih mudah untuk 
beristinbath hukum dalam berbagai persoalan. Berdasarkan ketetapan yang paling 
kuat, dan diakui jumhur ulama, sumber hukum dalam Islam hanyalah al-Qur‟an 
dan hadits nabi, baru kemudian ijma para sahabat, atsarnya, lalu pendapat 
perseorangan antara mereka. Ijma ulama bukanlah sumber hukum, namun 
merupakan pedoman atau yurisprudensi hukum Islam, sedangkan Qiyas 
merupakan suatu cara berijitihad (menggali sumber hukum), jadi Qiyas bukan 
sumber hukum, tetapi alat untuk menggali hukum Islam. 
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Salah satu rukun perkawinan adalah Ijab-kabul yang harus diucap pada satu 
pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Karena 
dalam hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan dinyatakan termasuk bentuk 
ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh 
karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak 
terpenuhi. Rukun-rukun atau unsure-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul. 
Dalam aturan yang sebenarnya urusan perkawinan di Indonesia diatur oleh 
undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam 
Kompilasi Hukum Islam. Hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga 
tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang 
akan melaksanakan perkawinan, namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan 
yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk 
mengatur hal-hal tersebut. Oleh karena itu muncul hal-hal baru yang bersifat 
ijtihad. 
Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan “hukum nikah video 
call”. Perbedaan tersebut disebabkan lebih kepada pemahaman tentang maksud 
ittihad al-majlis.  
Pendapat pertama membolehkan ulama Hanafiyah, sudah dijelaskan di atas 
bahwa pokok permasalahan dalam merumuskan status hukum akad nikah video 
call adalah terletak pada pemahaman tentang ittihad al-majlis disamping juga 
syarat yang harus dipenuhi oleh saksi. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa 
ittihad al-majlis merupakan serangkai antara Ijab dan kabul yang dilaksanakan 
dalam satu waktu bukan satu tempat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa 
tuntutan ittihad al-majlis adalah kesinambungan waktu antara Ijab dan Qabul, 
bukan berdasarkan dua orang yang melakukan Ijab dan Qabul di dalam satu 
tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat 
  
 
10 
komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam 
satu waktu yang bersamaan, maka hal itu dinamakan satu majelis, sehingga “nikah 
video call” yang dilaksanakan di dua tempat yang berbeda dianggap sah asalkan 
syarat dan rukun yang lainnya terpenuhi. 
Abdurahman al-Jazin dalam kitabnya al-Fiqh al-Madzahib al-Arba‟ah 
beliau memperjelas pengertian bersatu majelis dalam Mazhab Hanafi adalah 
dalam masalah seorang laki-laki berkirim surat mengakadkan nikah kepada pihak 
perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu 
dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dan dalam majelis yang sama 
setelah isi surat dibacakan, wali perempuan langsung mengucapkan 
penerimaannya, praktik akad nikah seperti ini oleh kalangan Hanafiyyah dianggap 
sah, dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami 
dan pengucapan kabul pihak wanita sama-sama didengar oleh dua orang saksi 
dalam majelis yang sama, bukan dalam upacara berturut-turut secara terpisah dari 
segi waktunya. 
Muzhakarah Jawatan Kuasa telah melaksanakan sidang yang ke-97 pada 
15-17 desember 2011 mengenai hukum “akad nikah melalui video call” telah 
membuat keputusan bahwa: 
Para Fuqaha telah sepakat bahwa untuk sahnya sebuah pernikahan 
disyaratkan Ijab dan Kabul harus dilaksanakan dalam satu majelis (ittihad al-
majlis) agar semuanya, (wali, saksi dan mempelai laki-laki) bisa terlibat langsung 
selama pelaksanaan Ijab dan Kabul.
15
 
Muzharakah memandang bhwa “akad nikah video call” telah memenuhi 
syarat ittihad majlis karena ia digolongkan sebagai ittihad al-majazi, oleh karena 
itu, menetapkan sahnya „akad nikah video call‟ dengan beberapa syarat: 
                                                 
15
 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, h. 309 
  
 
11 
- Hendaknya majelis ini sampai pada tingkat al-Yakin al-Dzan 
- Tidak ada unsur penipuan (al-Gharar) dan keraguan 
- Memenuhi semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum 
syarat. 
- Dianjurkan wali sendiri yang mengakad-nikahkan pasangan. 
- Terdapat halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang 
ditentukan karena berjauhan seperti berada di luar negeri dan sulit bagi 
kedua belah pihak berada dalam satu majelis yang sama disebabkan 
sakit, banjir dan sebagainya. 
- Ikut kepada semua peraturan dan undang-undang negara yang berlaku. 
Muhammadiyah ketika menyikapi persoalan ini, telah mengeluarkan fatwa 
yang disidangkan pada hari Jum‟at, 16 Jumadil 1429 H atau bertetapan pada 
tanggal 20 Juni 2008. Fatwa tersebut menegaskan tentang pengertian ijtihad al-
majlis yang menjadi salah satu syarat Ijab-Kabul, yang merupakan salah satu 
rukun pernikahan. 
Dalam fatwa tersebut, Muhammadiyah memperbolehkan nikah dengan 
menggunakan fasilitas alat komunikasi seperti telepon atau handpone. Maupun 
internet setelah mereka menganalogikan Akad Ijab-Qabul yang dilakukan oleh 
kedua belah pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. 
Jumhur ulama (Syafi‟iyah, Malikiyyah dan Hanafiyyah) berpendapat 
bahwa syarat orang melakukan nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu 
tempat dan satu waktu secara bersamaan, hal ini didasarkan pada pemahaman 
tentang ittihad al-majlis yaitu keharusan untuk bersatu antara Ijab dan Kabul 
dalam satu tempat dan waktu, yang berimplikasi pada keharusan untuk 
menghadirkan kedua bela pihak yang sedang berakad secara fisik. Oleh karena itu, 
akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak 
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dapat saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah, bahkan menurut Syafiyyah, 
akad dengan kinayah tidak sah karena mengharuskan untuk niat, termasuk 
kategori kinayah dalam tulisan (surat dan sebagainya).
16
 
Fatwa al-lajnah al-dalmah dalam memberi jawaban atas pertanyaan 
tentang “akad nikah video call” dia menjelaskan bahwa pada zaman sekarang 
banyak sekali terjadi penipuan, pemalsuan dan jeleknya perangai pada perbuatan 
sebagian orang dengan meniru sebagian yang lainnya dengan pembicaraan dan 
menekuni penyamaan suara-suara remaja, bahasa mereka yang berbeda-beda 
dalam satu tiruan, yang sampai pada telinga pendengar seakan-akan orang yang 
berbicara terdiri dari beberapa orang padahal itu hanya satu orang saja. 
Juga melihat beberapa syariat Islam sangat perhatian dalam menjaga 
kehormatan dan jiwa serta kehati-hatian dalam masalah lain dari sekian jenis 
ikatan (perjanjian) dalam muamalah. 
 Oleh karena itu, lajnah memutuskan bahwa pernikahan via telepon 
maupun internet hukumnya tidak sah.
17
  
Nahdatul ulama (NU) sebagai ornas Islam yang mempunyai basis 
pendukung paling banyak di Indonesia bahkan di dunia, tidak ketinggalan ikut 
merespon persoalan ini sebagai dampak kemajuan teknologi khususnya di bidang 
komunikasi, yang telah memberikan inspirasi manusia untuk melaksanakan akad 
nikah yang tidak lazim. 
Lewat Lajnah Bahtsul Masail, NU biasanya memberikan keputusan hakim 
terkait permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Persoalan 
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“akad nikah internet” pun sudah diputuskan di Makassar dan di jawa timur, 
dengan kesimpulan tidak sah. 
Menurut NU akad nikah tersebut tidak sah, karena sudah didasarkan atas 
berbagai pertimbangan, karena pernikahan melalui alat bantu elektronik tidak bisa 
melakukan akad secara langsung. Langsung dimaksud adalah keterlibatan wali, 
dan pengantin pria. Kedua, karena saksi tidak melihat dan mendengar suara secara 
langsung pelaksanaan akad dan saksi hadir di majelis akad. Di dalam akad nikah 
disyaratkan lafaz yang (jelas). Pernikahan melalui alat elektronik ini tergolong 
(samar-samar). 
Walaupun demikian, NU telah memberikan solusinya, agar orang yang 
mempunyai kesibukan yang atau posisi dia dengan pasangannya tidak 
memungkinkan bersatu secara fisik, tetapi dia masih bisa melaksanakan akadnya. 
Solusi tersebut dengan sistem tawkil (pemberian hak kuasa hukum), namun 
dengan syarat aman dan sesuai nafs al-Amri (kenyataan). 
Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan 
pendapat tentang status hukum (akad nikah via internet) berpangkal dari 
pemahaman kata ittihad al-majlis yang menjadi salah satu syarat pelaksanaan ijab 
dan Kabul, penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama Hanafiyyah tentang 
pemahaman ittihad al-majlis bahwa ijab dan Qabul harus dilakukan dalam satu 
upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara berpisah. 
Hal ini memberikan pemahaman bahwa tuntutan ittihad al-majlis adalah 
kesinambungan waktu antara Ijab dan Kabul, bukan keberadaan dua orang yang 
melakukan Ijab dan Kabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat 
keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu majelis bersamaan, maka hal 
itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga (akad nikah via internet) yang 
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dilaksanakan di dua tempat yang berbeda dianggap sah asalkan syarat dan rukun 
yang lainnya terpenuhi.
 18
 
Satria Effendi M. Zein sebagai salah satu pakar yang membidangi masalah 
hukum keluarga Islam di Indonesia dalam bukunya “Analisis Yurisprudensi 
Mengenai Masalah Keluarga Islam, Kontemporer Indonesia” memberikan analisis 
yurisprudensi yang cukup mendalam mengenai perkawinan melalui media internet 
sebagaimana dikukuhkan putusan pengadilan agama Jakarta No. 1751/p/1989. 
Dalam pendapatnya, Satria Effendi M. Zein menyatakan bahwa ada dua macam 
putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai masalah ini, yaitu 
membolehkan sesuai dengan kecenderungan Madzhab Hanafi ataupun melarang 
sesuai dengan kecenderungan Madzhab Syafi‟i. di sini Satria Effendi M. Zein 
menyerahkan putusan yang diambil sesuai dengan dasar yang dipakai majelis 
hakim, dan memberikan penekanan bahwa keduanya boleh dipakai selama belum 
ada undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai hal ini. 
Alasan penulis mengangkat masalah ini karena perihal pelaksanaan dan 
pengaplikasian undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap 
kondisi masyarakat yang ada pada saat ini hidup dan tumbuh dalam era kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut masyarakat harus mengikuti 
pertumbuhan zaman agar dapat memecahkan kendala-kendala yang dihadapi 
seperti pada realita pelaksanaan akad nikah melalui video call. 
Faktor kekosongan hukum dalam akad nikah melalui video call juga perlu 
dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui mengapa akad nikah melalui video 
call bisa terjadi dan apa alasan kuat sehingga tidak ada upaya lain yang dapat 
ditempuh untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Keabsahan dalam 
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 Sadiani, Nikah Via Telepon,(Palangkaraya: Intimedia dan STAIN, 2008), h.3. 
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pelaksanaan akad nikah melalui video call merupakan poin penting yang perlu di 
kaji secara mendalam  
Hal yang melatarbelakangi p enulis menyusun skripsi ini diharapkan agar 
dapat memberikan pemahaman dasar tentang “Akad Nikah Melalui Video Call. 
Menurut undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia.” Bagi 
masyarakat agar tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak 
sah tanpa mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang masalahnya, sehingga 
kita dapat lebih jernih dalam berpikir untuk menyikapi hal-hal baru dalam 
cakupan hukum perkawinan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dari karya 
tulis ini yaitu; Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan UU Perkawinan terhadap 
akad nikah melalui video call. Sub masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses akad nikah melalui video call ? 
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan akad nikah melalui video 
call ? 
 
C. Pengertian Judul 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami 
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yang 
dianggap penting: 
1. Akad nikah adalah perjanjian  antara wali dari mempelai wanita dengan 
mempelai laki-laki dimuka paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi  
syarat menurut syariah.
19
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 Mardani, Ayat-Ayat Termatik Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4. 
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2. Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki 
dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan 
kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan 
mahram.
20
 
3. Hukum Islam ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 
berkenaan dengan berdasarkan Al-Qur‟an.21 
4. Video call fitur jaringan 3G yang memungkinkan dua penelepon untuk 
berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka 
masing-masing.
22
 
 
D.  Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah akad nikah melalui 
video call perspektif undang-undang dan perkawinan hukum Islam. Agar nantinya 
pembahasan inti fokus pada pokok kajian maka penelitian ini dilengkapi beberapa 
literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya 
ialah sebagai berikut: 
1. Di dalam buku Ali Hasan yang berjudul “Pedoman Hidup Berumah Tangga 
Dalam Islam” dalam buku itu menjelaskan semua tentang perkawinan dan ada 
bab tersendiri mengenai akad melalui video call. Didalam buku ini dijelaskan 
pemahaman mendalam tentang akad nikah melalui video call dengan adanya 
penjelasan tersebut kita dapat mengetahui apa maksud dari akad nikah melalui 
video call. Karena itulah materi dalam buku ini merupakan upaya penulis untuk 
menghadirkan pemahaman yang sesuai dengan kehendak Illahi serta sunnah 
                                                 
20
 Boedi Abdullah, Mustofa Hasan, Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka setia, 2011). 
h.  
21
 Amirullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (cet, 1; 
Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53. 
22
 Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, h. 20. 
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Rasul-Nya tentang pernikahan mulai dari saat pra nikah, saat menikah, dan 
setelah melaksanakan pernikahan. 
2. Di dalam buku Atiqah Hamid yang berjudul “Fiqh Wanita” di dalam buku ini 
diterangkan secara mendetail tentang beragam hal mendasar mengenai fiqh 
wanita mulai dari tata cara shalat, hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang 
selama berpuasa, pelaksanaan haji umrah, pernikahan dan perceraian, 
kehamilan, melahirkan anak dan lain-lain. Di dalam buku ini ada bab tersendiri 
mengenai akad nikah melalui video call. Di dalam sebuah prnikahan, Islam 
memiliki sikap berhati-hati, akad nikah melalui   sebaiknya tidak disahkan. 
3. Di dalam buku Abdul Rahman Ghazali yang berjudul “Fiqh Munakahat” 
menjelaskan beragam tentang hal-hal yang menyangkut tantang perkawinan 
Islam, baik mengenai dasar hukum perkawinan, perjanjian perkawinan, 
batalnya perkawinan, perwalian, peminangan mahar dalam perkawinan, 
larangan kawin, poligami, maupun tentang putusnya perkawinan. Buku ini 
fokus menerangkan pokok-pokok yang mengajarkan bagaimana kita harus 
mengetahui ilmu tentang perkawinan sebelum menjalani perkawinan yang 
sebetulnya. 
4. Di dalam buku Abdul Azis Dahlan yang berjudul “Ensiklopedi Hukum Islam” 
menjelaskan berbagai macam hukum Islam yang bersumber dari berbagai 
mazhab buku ini terdapat mengenai pengertian nikah, syarat nikah, dan di 
dalam halaman tersendiri dijelaskan mengenai akad nikah melalui video call 
bahwa terdapat dua pandangan berbeda , ada yang mengartikan secara fisik, 
maupun secara nonfisik dalam pemahaman satu majelis tentang keabsahan 
akad nikah pada proses pelaksanaannya. 
5. Di dalam buku Soedharyo yang berjudul “Hukum Orang dan keluarga” 
menjelaskan tentang berbagai masalah hukum orang yang di pandang dari 
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aspek-aspek hukum yang berlaku yaitu hukum adat, hukum silam maupun 
hukum perdata BW serta aspek perkembangannya, sehingga dalam buku ini 
bahasanya pun mudah dipahami bagi mereka yang ingin memahami hukum. 
Buku ini juga membahas perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang nomor 1 tahun 1974. 
Berdasarkan beberapa buku dan karya ilmiah tersebut, peneliti 
menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Akad Nikah Melalui Video Call 
Menurut undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia belum 
pernah dibahas sebelumnya. 
 
E.  Metodologi penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library 
research), yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, 
buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang 
diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang 
masalah akad nikah melalui video call, dan beberapa literature tentang akad nikah 
melalui video call baik dari perspektif Islam maupun perdata dan lain-lain. 
2. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan teologi, normative (Hukum Islam) dan yuridis normative (hukum 
positif).  Pendekatan teologi normative adalah suatu pendekatan yang digunakan 
dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-
norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. Dan 
penelitian ini juga menekankan pada segi-segi yuridis normative dengan melihat 
pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya. 
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3. Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang 
berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, 
naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya. 
Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan sebagai 
berikut: 
1) Kutipan langsung 
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara 
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya. 
Ada beberapa rujukan yang menggunakan kutipan langsung dengan tujuan agar 
terpelihara keaslian (originalitas) karya yang dijadikan rujukan dalam 
menyusun karya tulis ini. 
2) Kutipan tidak langsung 
Dalam karya tulis ini ada beberapa rujukan yang dikutip dengan 
memberikan sedikit penyempurnaan dan perbaikan agar tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud dalam kutipan 
tersebut. 
4. Teknik pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterprestasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengelahan data dalam penelitian ini 
antara lainsebagai berikut: 
1. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokkan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah 
data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian yaitu akad nikah 
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melalui video call menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam di 
Indonesia. 
2. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan 
pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah 
untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas 
suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang jelas a kan 
dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan 
pengertian lain, maka data tersebut akan diseliminasi dan digantikan dengan 
rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan. 
3. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan 
dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan 
tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari 
sumber bacaan. 
b. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis 
data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang 
dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata 
yang berasal dari literatur bacaan. 
F. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan  
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum yang 
didenfikasikan sebagai berikut: 
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a) Tujuan umum 
1. Untuk mengetahui pernikahan melalui video call menurut undang-undang 
perkawinan dan hukum Islam di Indonesia 
2. Untuk mengetahui proses akad nikah melalui video call 
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sehingga terjadi akad nikah melalui 
video call 
 
2. Kegunaan 
a. Kegunaan teoritis 
Secara teoritis penulis skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk 
perkembangan wacana hukum Islam khususnya berkaitan dengan pokok 
masalah penelitian yaitu akad nikah melalui video call menurut undang-undang 
perkawinan dan hukum Islam di Indonesia. dan dapat memberikan manfaat 
tentang wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam. 
b. Kegunaan praktis 
Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan 
mengenai akad nikah melalui video call dan kedudukan hukumnya menurut 
hukum perkawinan Islam. 
 
  
BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 
A. Pengertian perkawinan 
Secara etimologi pernikahan berarti persetubuhan. Ada pula yang 
menggartikannya perjanjian‟ (al-„Aqdu). Secara terminologi pernikahan menurut Abu 
Hanifah adalah Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang 
wanita , yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnyaadalah suatu 
pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar 
pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat „aqad (perjanjian) 
yang bertujuan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan semata. 
Dalam bahasa  Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut 
bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan 
kelamin atau bersetubuh.
23
 Perkawinan disebut juga pernikahan yang menurut bahasa 
artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan di gunakan dalam arti bersetubuh 
(wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga 
untuk arti nikah. 
Para ulama berbeda pendapat tentang makna nikah, pada hal ini mereka 
terbagi tiga golongan. 
Pertama, ulama hanafiyah berpendapat tentang makna nikah secara hakiki 
adalah bersetubuh, sedangkan secara majazi bermakna akad. Pendapat ini didasarkan 
atas pemahaman mereka terhadap QS-Al Nisa/4:22 
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 DepDikBud, Kamus besar bahasa Indonesia, (Cet. lll; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 
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                        
            
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, 
terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat 
keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 
 
Ayat di atas mengandung larangan bagi seorang anak untuk menikahi 
wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya. Kata nikah dalam ayat tersebut menurut 
ulama hanafiyah harus diartikan wata bukan aqad. Tampaknya, Hazairin sependapat 
dengan golongan ini. Menurutnya, inti suatu perkawinan adalah hubungan seksual, 
tidak ada perkawinan jika tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil 
bahwa apabila perkawinan tidak ada, hubungan seksual antara suami istri, maka tidak 
perlu ada tenggang waktu menunggu (masa iddah) untuk menikah kembali bekas istri 
dengan laki-laki lain.
24
 
  Kedua, ulama Syafi‟iyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa makna nikah 
secara hakiki adalah akad, sedangkan secara majazi wala‟. Pendapat ulama ini 
didasarkan atas pemahaman terhadap QS. Al- Baqarah/2:230 
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 Jamal jamil, Korelasi Hukum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam , (cet 1 : Makassar: Alauddin University 
Pers, 2011), h. 17. 
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                              
                        
         
 
Terjemahnya: 
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang 
lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa 
bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. 
 
 Ayat diatas menggandung larangan bagi suami berkumpul dengan istri yang 
di talak tiga sampai ia menikah dengan laki-laki lain. Kata nikah dalam ayat tersebut 
menurut ulama golongan ini harus diartikan aqad bukan wata dengan alasan bahwa 
yang terkena qarinah dalam ayat tersebut adalah wanita, sebab wanita bukanlah 
pelaku dalam wata.
25
 
  Ketiga, jumhur ulama yang menggabungkan dua pendapat yang kontradiktif 
di atas Menurut jumhur. Jika di telusuri imaka akan di temukan bahwa kata nikah 
terkadang digunakan dalam arti akad. Dengan demikian, kata nikah tidak dapat 
diartikan sebagai aqad. Untuk itu nikah seharusnya dimaknai sebagai kesepakatan 
yang dinyatakan dengan ucapan melalui ijab-kabul antara wali dengan calon suami 
yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual. 
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Perbedaan pendapat antara para ulama tentang makna nikah tersebut, 
membawa implikasi hukum yang berbeda. Nikah menurut bahasa mempunyai arti 
sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (majaz) arti sebenarnya dari nikah adalah dham 
yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedang arti kiasannya adalah 
watha yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. 
Adapun yang menafsirkan nikah ialah menggabungkan dan menjalin, dan 
menurut istilah syari‟at, nikah artinya pernikahan (perkawinan). Terkadang dalam 
hukum syari‟at kata nikah digunakan untuk menunjukkan hubungan intim itu sendiri. 
Dan di dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang di dalam pasal 1 
sijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
26
 
Sedangkan menurut Anwar Harjono Dalam Hukum Perkawinan Indonesia 
menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki 
dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.
27
 
Dan yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah perjanjian yaitu serah 
terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan 
dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat „aqad 
nikah itu, samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.
28
 
Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa 
memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang 
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paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki 
manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. 
Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, 
memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit 
yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman 
jiwa.
29
 
Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan 
dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikah 
adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara mereka teladan yang wajib kita 
ikuti.
30
 
Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan 
ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri 
wanita adalah aspek biologisnya saja. Terlihat dalam kata al-istimna‟ yang semuanya 
berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta 
seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh 
akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang 
tercermin dalam berbagai persitiwa-peristiwa perkawinan.
31
 
Dan bermacam-macam pengertian perkawinan di atas, dapat ditarik satu 
kesimpulan bahwa pengertian perkawinan pada umumnya adalah sama yaitu 
perkawinan (nikah) suatu perjanjian dalam masyarakat antara laki-laki dan 
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perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan 
peraturan yang berlaku bagi masyarakat di suatu negara maupun secara keagamaan. 
Di dalam agama Islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama 
sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang kelangsungan perkawinan.  Jadi dengan 
demikian ketentuan tentang persetujuan, harus ada lebih dulu sehingga apabila 
seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan itu 
berarti mereka telah taat pada ketentuan yang berlaku. 
B. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang umumnya berlaku pada 
makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 
Manusia sesuai dengan fitrahnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, 
diantaranya kebutuhan seksual. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan yang sulit 
dibendung dan selalu menimbulkan kerisauan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan 
dijalinnya hubungan antara pria dan wanita, serta mengarah hubungan itu dalam 
sebuah lembaga perkawinan. 
Berdasarkan hal tersebut, sepintas boleh jadi ada yang berkata bahwa 
“pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan dan dengan 
demikian fungsi utamanya reproduksi”. Dalam pandangan Islam, seks bukanlah 
sesuatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Itulah sebabnya 
Allah memerintahkannya secara tersirat melalui law of sex, bahkan secara tersurat 
dalam firman-firmannya. Karena seks tersebut sesuatu yang bersih, maka dalam 
penyalurannya harus pula dilakukan dalam suasana suci bersih dan dalam sebuah 
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ikatan suci pula. Penyaluran kebutuhan tersebut dalam bingkai yang diisyaratkan 
akan merubah kerisauan-kerisauan sebelumnya menjadi ketentraman atau sakinah.
32
 
Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya 
terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih 
sayang antar anggota keluarga. 
Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: 
1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Naluri manusia mempunyai 
kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan 
yang di akui oleh dirinya sendiri, masyarakat. Negara dan kebenaran keyakinan 
agama Islam member jalan untuk itu. agama member jalan hidup manusia agar 
hidup bahagis di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan 
hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan 
bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh 
kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.
33
 
2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. 
Sudah menjadi kodrat iradah Allah, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan 
diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan 
wanita.
34
 Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk 
menyalurkan cinta dan kasih saying di kalangan pria dan wanita secara harmonis 
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dan bertanggungjawab. Penyaluran cinta dan kasih saying yang di luar perkawinan 
tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena 
didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma 
ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang 
mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan 
cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan 
kewajiban.
35
 
3. Memelihara diri dari kerusakan. Ketenangan hidup dan cinta serta kasih saying 
keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan orang-orang yang tidak melakukan 
penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat 
menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain 
bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu 
condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Dorongan nafsu yang 
utama ialah nafsu seksual, karenanya perlu lah menyalurkannya dengan baik, 
yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat 
mengembalikan gejolak nafsu seksual. 
4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal. 
Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga 
tindakannya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan 
kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara 
mengendalikan kendaraannya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga 
lebih rajin disbanding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam 
menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan 
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hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Jarang pemuda-pemudi 
yang belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya, mereka berpikir untuk hari 
ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan 
bekal untuk memenuhi kebutuhan keluargannya. 
5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat sejahtera 
berdasarkan cinta dan kasih sayang. Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia 
tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang 
terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya 
manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan 
ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai 
dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarga. 
Keluarga merupakan bagian masyarakat  menjadi faktor yang terpenting dalam 
penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.
36
 
Tujuan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan adalah untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Maka dalam hal ini Undang-undang telah meletakkan agar dalam 
pengaturan Hukum Keluarga di Indonesia bahwa perkawinan bukan semata-mata 
pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dan wanita, namun perkawinan 
merupakan suatu ikatan yang sangat erat hubungannya dengan agama dan 
kerohaniaan.  
 
 
C. Rukun dan syarat sahnya perkawinan 
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Menurut syariat Islam, sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua 
unsure yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsure pokok, sedangkan syarat 
merupakan pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai suatu 
perbuatan hukum tentunya harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.
37
 
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas: 
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan; 
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah 
apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya; 
c. Adanya dua irang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi 
yang menyaksikan akad nikah tersebut; 
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucap oleh wali atau wakilnya dari pihak 
wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. 
Mengenai jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat Imam Malik 
mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: 
1) Wali dari pihak perempuan; 
2) Mahar (maskawin); 
3) Calon pengantin laki-laki; 
4) Calon pengantin perempuan, dan  
5) Sighat akad nikah. 
Imam Syafi‟I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima maca, yaitu: 
1) Calon pengantin laki-laki; 
2) Calon pengantin perempuan; 
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3) Wali; 
4) Dua orang saksi, dan 
5) Sighat akad nikah. 
Menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (akad 
yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan 
menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada tiga, yaitu: 
1) Sighat (ijab dan qabul); 
2) Calon pengantin laki-laki; 
3) Wali dari pihak calon pengantin perempuan; 
Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah ada empat, karena calon 
pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terjadi dibawah ini. 
a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan 
mempelai perempuan; 
b. Adanya wali; 
c. Adanya dua orang saksi; 
d. Dilakukan dengan sighat tertentu.38 
Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila 
syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala 
hak dan kewajiban suami istri. 
 
 
Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua: 
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1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 
menjadikannya isteri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang yang haram 
dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya. 
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan 
dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut: 
a. Syarat-syarat kedua mempelai. 
1) Syarat-syarat pengantin pria. 
a) Calon suami beragam Islam. 
b) Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki. 
c) Orangnya diketahui. 
d) Calon mempelai laki-laki tahu kenal pada calon istri serta tahu betul calon 
istrinya halal baginya. 
e) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu 
f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri 
g) Tidak mempunyai istri empat 
h) Tidak sedang melakukan ihram 
2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan: 
a) Beragama Islam atau ahli kitab 
b) Terang bahwa ia wanita, bukan banci 
c) Wanita itu tentu orangnya 
d) Halal bagi calon suami 
e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam „iddah 
f) Tidak dipaksa 
g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. 
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3) Syarat-syarat Ijab Qabul 
Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah 
yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang 
bisu seperkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. 
Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan 
qabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. 
1. Syarat-syarat wali 
Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan 
atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang 
laki-laki, muslim, baik, sehat dan adil (tidak fasik). 
2. Syarat-syarat saksi 
Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, 
muslim, balik, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akad 
maksud akad nikah. Tetapi menurut Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi 
itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. 
Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut: 
a. Berakal, bukan orang gila; 
b. Baligh, bukan anak-anak; 
c. Merdeka, bukan budak; 
d. Islam; 
e. Kedua orang saksi itu mendengar. 
Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu 
diungkapkan bahwa kehadirannya saksi dalam akad nikah merupakan salah 
satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus 
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disaksikan oleh dua orang saksi (pasal 24 KHI). Jadi, setiap pelaksanaan 
akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang saksi, tanpa kehadiran saksi dalam 
pelaksanaan akad nikh, akibat hukumnya adalah perkawinan dimaksud ridak 
sah.
39
 
D. Hukum Melakukan Perkawinan 
Hukum melakukan perkawinan. Ibnu Rusyd menjelaskan, segolongan 
fukaha‟, yakni jumhur (mayorita ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya 
Malikiyyah Mutaakhirin bahwa nikah itu wajib untuk sebahagian orang, sunnah 
untuk sebahagiaan lainnya dan mubah untuk segolongan orang lain. Demikian itu 
menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.
40
 
Terlepas dari pendapat oara ulama diatas, Islam sangat menganjurkan kaum 
muslimin yang mampu agar melangsungkan perkawinan. Dan hukum melakukan 
perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi yang akan melakukan perkawinan 
tersebut dan tujuan melakukannya. Hukum melakukan perkawinan tersebut bisa 
wajib, sunnah, haram, mubah, atau makruh. 
1. Pernikahan Yang Hukumnya Wajib. 
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin 
dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin 
maka hukum melakukan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada 
pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat 
yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, 
sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib. 
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2. Pernikahan Yang Hukumnya Sunnah. 
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan 
berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah 
sunnah. Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah dari anjuran al-Quran seperti 
tersebut dalam surah QS. An-Nur/32 dan hadist nabi yang diriwayatkan Bukhari 
dan Muslim dari Abdullah bin Mas‟ud yang dikemukakan dalam menerangkan 
sikap agama Islam terhadap pernikahan. Baik ayat al-Quran maupun al-sunnah 
tersebut berbentuk perintah tetapi berdasarkan qarinah-qarinah yang ada, perintah 
nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja. 
3. Pernikahan Yang Hukumnya Haram 
Bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan 
serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga 
sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan dirinya dan 
isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut haram. 
Termasuk hukumnya haram bila seseorang kawin dengan maksud untuk 
menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya 
agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.
41
 
4. Pernikahan Yang Hukumnya Makruh 
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan 
juga cukup mempunyai kemampuan menahan diri sehingga tidak memungkinkan 
dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya untuk kawin. Hanya saja orang ini tidak 
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mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri 
dengan baik.
42
 
5. Pernikahan Yang Hukumnya Mubah. 
Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila 
tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya 
juga tidak akan menelantarkan isterinya. Perkawinan orang tersebut hanya 
didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga 
kehormatan agamanya dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga 
menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti 
mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai 
kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.
43
 
E. Hikmah Perkawinan 
Menurut Ali Ahmad al-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, 
maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu 
perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara 
individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus 
terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.  
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah 
tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada 
perempuan yang mengatur rumah tangga itu. dengan alasan itulah maka nikah 
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diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia 
semakin makmur. 
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi memakmurkan dunia 
masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan. 
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi. Adanya isteri yang bisa 
menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi dalam suka dan 
penolong dalam mengatur kehidupan . istri berfungsi untuk mengatur rumah 
tangga yang merupakan sending penting bagi kesejahteraan. 
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga 
kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh 
syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan 
dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi, yaitu melakukan hinaan dan 
timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan 
kepasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak 
peraturan alam. 
6. Perkawinan akan melahirkan keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat 
faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan, seorang 
laki-laki yang tidak mempunyai isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak 
pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya siantara sesame manusia. Hal ini 
dikehendaki agama dan manusia; 
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan 
pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak; 
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah semua amal perbuatannya yang 
mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih 
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meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga 
mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalanya tidak terputus dan 
pahalanya pun tidak ditolak. Anak shaleh merupakan amalan yang tetap yang 
masih tertinggal meskipun ia telah mati.
44
  
9. Selanjutnya naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap 
melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula 
perasaan-perasaan ramah, cinta dan saying yang merupakan sifat-sifat baik yang 
menyempurnakan kemanusiaan seseorang; 
10. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan 
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan 
pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab 
dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari 
penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak 
produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang 
dikaruniai Allah untuk kepentingan hidup manusia; 
11. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, 
sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab 
antara suami isteri dalam menanggung tugas-tugasnya. Perempuan bertugas 
mengatur menguasai rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan 
menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan 
dan memperoleh kesegaran kembali.
45
 sebagaimana di ketahui publik, 
pernikahan bukan sekedar memenuhi hasrat biologis, melainkan nikah juga 
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merupakan ibadah yang telah di tetapkan oleh Allah. karena itu hikmah 
perkawinan bagi seorang muslim dan masyarakat pada umumnya sangat besar 
dan banyak manfaatnya. 
Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq, menyebutkan pula hikmah-
hikmah yang lain, yaitu: 
1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya 
menuntut adanya jalan keluar. Jika jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka 
banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan 
yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai 
untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi 
segar, jiwa jadi tenng, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang 
menikmati barang yang halal. 
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, 
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab 
yang oleh Islam sangat diperhatikan. 
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh melengkapi dalam suasana hidup 
dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaanperasaan ramah, cinta dan 
saying yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan 
seseorang.
46
 
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan 
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan 
pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab 
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dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari 
penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbesar 
produksi. 
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah 
tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung 
jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. 
6. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, 
memperteguh kelanggengan cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan 
kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena 
masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk 
masyarakat yang kuat dan bahagia.
47
 
Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian Nasional 
terbitan sabtu 6 juni 1959 disebutkan, “orang yang bersuami istri berusia lebih 
panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, 
bercerai, atau sengaja membujang.
48
 
Secara singkat penulis dapat menyimpulkan bahwa hikmah perkawinan ialah 
menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri 
kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban 
dalam rumah tangga dan dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. 
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BAB III 
PERKAWINAN VIA VIDEO CALL 
A. Sejarah dan perkembangan video call 
Telepon video (bahasa inggris: video phone) adalah telepon (HP) dengan layar 
video dan mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang ditransmisikan. 
fungsi telepon video sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang 
lainnya secara waktu nyata (real-time). Saat ini telepon video, komunikasi bisa 
dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat melalui layanan video tersebut. 
Begitu juga untuk orang-orang yang berada di tempat lain yang jauh dan ingin 
berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat lain yang jauh pula. Telepon 
video dapat digunakan sebagai alat yang dapat menyalurkan gambar serta suara 
dalam bentuk videosehingga terlihat seperti nyata. 
Dunia teknologi informasi dan telekomunikasi semakin canggih dan pesat 
dengan adanya perkembangan internet. Saat ini teknologi informasi dan 
telekomunikasi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan sudah 
menjadi kebutuhan untuk memenuhi dan mendukung berbagai macam kegiatan, baik 
individu maupun organisasi.
49
 
Dengan teknologi, setiap orang dapat mengakses dan mendapat informasi 
secara cepat, tanpa mengenal batas-batas wilayah dan batas waktu. Ini menyebabkan 
informasi menjadi sesuatu yang berharga dan sangat dibutuhkan guna mengambil 
keputusan, terutama dalam kegiatan bisnis. 
Mulanya, informasi ataupun data yang dilewatkan melalui piranti teknologi 
informasi, internet, masih sebatas karakter teks yang direpresentasikan melalui ASCI 
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code dan gambar yang terdiri dari gambar. Sedangkan suara atau voice mulanya 
dilewatkan melalui jaringan kabel telepon atau sinyal seluler
50
. Hal ini membuat data 
yang berupa suara dan karakter masih terpisah. 
Oleh karena itu, muncul konsep agar gambar dan suara dapat dikirimkan 
sehingga merepresentasikan sumber suara yang dapat dilihat secara jarak jauh  dan 
bersifat lebih dinamis dan real time saat digunakan. Konsep inilah yang merupakan 
cikal bakal lahirnya videophone yang kemudian dikenal di masyarakat sebagai video 
call. Video call merupakan layanan untuk komunikasi suara di mana kedua pihak 
dapat saling melihat tampilan wajah lawan bicaranya. Video call sudah mulai 
diminati pelanggan dalam 2 tahun belakangan ini. Perkembangan teknologi 
komunikasi yang semakin canggih membuat jarak yang jauh dibuat seakan-akan 
sangat dekat didukung dengan perangkat gadget yang juga mumpuni. Layanan video 
call dapat membuat penggunanya bertatap muka langsung dan berkomunikasi melalui 
layar computer melalui layar ponsel sekalipun. 
Sekitar dua tahun setelah telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander 
Graham Bell dan dipatenkan di Amerika serikat merupakan konsep awal dari 
gabungan videophone yang disebut yelephonescope. Hal ini juga disebutkan dalam 
berbagai awal karya-karya fiksi ilmiah seperti Le Vingtieme Siecle: La Vie electrigue 
(The 20
th
 Century: The Electrical Hidup) dan karya-karya lain yang ditulis oleh 
Albert Robida, dan juga membuat sketsa di berbagai kartun oleh George du Maurier 
sebagai fiksi penemuan Thomas Edision. Salah satu sketsa tersebut diterbitkan pada 9 
Desember 1873 di majalah punch. Diantara fungsi-fungsi lain, video phone 
memungkinkan pedagang untuk mengiim gambar dagangan mereka kepada 
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pelanggan mereka. Dalam era sebelum munculnya lembaga penyiaran public, listrik 
dipandang sebagai perangkat tambahan untuk pesawat telepon, sehingga menciptakan 
konsep video phone. 
Video phone perlahan-lahan masuk ke masyarakat umum setelah 1950, 
meskipun “telepon video”  mungkin memasuki masa setelah „video‟ diciptakan pada 
tahun 1934. Sebelum waktu itu tampaknya tidak ada istilah-istilah standar untuk 
„video telepon; dengan ekspresi seperti „melihat-sound sistem televise; „visual radio‟ 
dan hamper 20 orang lain yang menggunakannya untuk menggambarkan 
penggabungan telegraf dan telepon. Televise dan radio teknologi yang digunakan 
pada awal percobaan. Satu teknologi pendahulu videophon adalah 
mesinteleostereograph dikembangkan oleh AT & T Bell Labs pada tahun 1920, yang 
merupakan pendahulu dari today‟s faks (faksimili) mesin. Di tahun 1927. AT & T 
telah menciptakan elektro-mekanis videophone yang beroperasi pada 18 frame per 
detik dan menempati setengah ruangan yang penuh dengan lemari peralatan.
51
 
Seiring dengan perkembangannya, nama videophone sudah tidak dipakai lagi, 
nama video call menjadi lebih popular setelah telepon menjadi bagian yang tidak 
perlu terintegrasi secara fisik dalam satu perangkat. 
Awalnya, video call berbentuk fisik seperti monitor computer yang 
diintegrasikan dengan telepon kabel, sehingga panggilan maupun komunikasi jarak 
jauh yang akan dilakukan membutuhkan perangkat yang cukup banyak dan tidak 
fleksibel. 
Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi internet, suara 
dan gambar yang seiring disebut video dapat ditransmisikan melalui jaringan internet, 
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sehingga biaya menjadi lebih murah. Hal inilah yang menjadi konsep, internet dapat 
dimanfaatkan untuk berkomunikasi secara dua arah dan menyajikan gambar dan 
suara secara bersamaan. Perangkat yang dibutuhkan pun menjadi semakin lebih 
praktis. Sekarang, orang tinggal menyambungkan computer yang memiliki fasilitas 
video imput seperti webcam, monitor, audio input (mikrofon) dan loudspeaker 
dengan jaringan internet atau WAN untuk bisa berkomunikasi secara langsung dan 
real time, serta bertatap muka meskipun jarak jauh. 
Komunikasi via video call yang dibangun melalui jaringan internet 
memanfaatkan internet atau IP. Selain itu, video call dapat  pula diatur agar 
komunikasi hanya terjadi pada jaringan lokal tanpa menghubungkannya dengan  
internet. Komponen yang diperlukan untuk membangun komunikasi melalui video 
call terdiri dari lapisan internet dan aplikasi serta antarmuka pengguna. Pada lapisan 
aplikasi dan antarmuka pengguna, terdapat kamera dan mikrofon sebagai perangkat 
inputan gambar dan suara imputan ini akan ditransmisikan melalui jaringan internet 
dengan sebelumnya dikodekan untuk menjadi bit-bit biner yang dapat dilewatkan di 
jaringan dan diatur dengan standar protocol yang digunakan. 
Komunikasi melalui internet tentunya membutuhkan aplikasi yang dapat 
menjadi antarmuka pengguna dengan computer seperti penjelajah web (web 
browser), atau aplikasi yang menyediakan fitur video call, seperti yahoo! Messenger, 
BeeMessenger, Skype dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat diunduh 
secara gratis maupun berbayar di internet dan penggunaannya pun saat ini sangat luas 
dari kepentingan pribadi sampai kepentingan bisnis. 
  
 
46 
Sekarang, manusia cenderung dinamis dalam aktivitas dan kegiatannya.
52
 Hal 
ini menyebabkan segala bentuk komunikasi sudah beralih pada komunikasi mobile 
yang menyebabkan komunikasi maupun akses informasi dapat dilakukan kapanpun 
dan dimanapun orang itu berada. Tentunya, hal ini dibarengi dengan perkembangan 
teknologi wireless atau nirkabel yang lebih fleksibel serta mudah dibangun dan 
dikonfigurasikan. Teknologi seluler yang merupakan bagian dari teknologi nirkabel 
telah merambah dari pengiriman suara, data dan akhirnya sampai pada gambar 
bergerak (video). 
Video call melalui telepon seluler sering disalah artikan dengan 3G. 3G adalah 
singkatan dari istilah dalam bahasa inggris: third-generation technology. Istilah ini 
umumnya digunakan mengacu kepada perkembangan teknologi telepon nirkabel 
(wireless). 3G ini difasilisasi oleh penyelenggara telepon genggam (celluler provider) 
sedangkan video call adalah panggilan telepon video yang dapat dilakukan dengan 
jaringan 3G, sehingga penelepon dan penerima bisa saling bertatap muka. 
Perkembangan dan penyebaran video call melalui telepon mulai meluas, 
karena hampir semua telepon seluler yang mendukung jaringan UMTS dapat 
melakukan panggilan video dengan fasilitas kamera yang menjadi perangkat input. 
Perkembangan teknologi yang mendukung video call antara lain dari jenis 
koneksi yang dipakai yaitu: 
1. Koneksi ISDN dengan standar ITU H.320; membutuhkan koneksi kecepatan tinggi 
dengan kabel fiber optic, gambar video sampai dengan 25fps (frame per second). 
Alat videophone atau video call ISDN diproduksi oleh perusahaan Tandbeng, dan 
polycom. 
                                                 
52
 Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, h. 36. 
  
 
47 
2. Melalui IP (internet protocol) dengan standar ITU H.323; membutuhkan koneksi 
kecepatan tinggi internet. Gambar video bisa sampai 25fps dengan koneksi 
internet minimum 256 kbs. Alat videophone atau video call IP diproduksi oleh 
perusahaan Tandbeng, Sony dan Polycom
53
. 
3. PSTN dengan standar ITU H. 324; dengan koneke kabel telpon biasa PSTN 
9public Switch Telephone System), gambar video 15 fps dengan koneksi 33,6 kbs. 
Alat videophone atau video call PSTN ini diproduksi oleh Vialta dengan merek 
Beamer yang didistribusikan di Indonesia oleh PT HGW. Video call yang paling 
banyak digunakan diantarannya adalah video call PSTN (H.324) dikarenakan 
mudahnya pemasangan dan masih terjangkau harga alat untuk masyarakat umum. 
Video call dipastikan akan mewabah di masyarakat dengan hadirnya hubunan 
seluler 3G dan PSTN. 
Persyaratan lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi 
melalui video call adalah masalah bandwidth atau kecepatan transmisi data. Semakin 
kecil bandwidth yang disediakan untuk komunikasi, semakin rendah pula kecepatan 
transfer data dan kualitas gambar video yang sedang berlangsung juga buruk atau 
samar. Saat ini, video yang memadai untuk beberapa tujuan menjadi mungkin pada 
kecepatan data yang lebih rendah dari broadband definisi ITU-T denga kecepatan 768 
kbps dan 384 kbps digunakan untuk beberapa aplikasi video conferencing, dan harga 
terendah 100 kbit per detik digunakan untuk videophones menggunakan 
H.254\MPEG-4 AVC protocol kompresi. Yang lebih baru MPEG-4 video dan 
kompesi audio-format yang dapat memberikan kualitas video tinggi pada 2Mbps, 
pada kabel modem dan ADSL. 
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Video call pada abad ke-20 terbatas pada protocol H.323 (kecuali Cisco 
SCCP). tetapi video call baru sering menggunakan SIP, yang sering lebih mudah 
untuk mengatur jaringan yang bersifar rumahan. H.323 masih digunakan, tapi lebih 
sering untuk videoconference sedangkan SIP lebih sering digunakan untuk 
penggunaan pribadi. Sejumlah metode-setup panggilan berdasarkan pesan instan 
protocol seperti Skype juga sekarang menyediakan video. 
Protocol lain yang digunakan untuk video call atau videophone adalah H. 324 
yang merupakan campuran call setup dan kompresi video
54
. Videophone yang bekerja 
di saluran kabel telepon biasanya menggunakan protocol ini dan bandwidtnya 
terbatas oleh modem sekitar 33 kbps. Selain itu ada juga protocol H. 320 yang 
menetapkan persyaratan teknis untuk sistem telepon dan peralatan terminal yang 
biasa dipakai untuk video conference. 
Dengan adanya teknologi video call yang menyebabkan setiap orang dapat 
berkomunikasi dan seperti bertatap muka langsung. Saat ini pemanfaatan video call 
tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja. Berbagai hal dapat didukung oleh video 
call sebagai sarana komunikasi real time yang sangat membantu. 
Dengan adanya video call, individu-individu di tempat yang jauh dan akan 
mengadakan tatap muka ataupun dapat dilakukan video conference, semacam video 
call tetapi dalam skala lebih besar. Dengan adanya video call, penanganan medis 
secara jarak jauh pun dapat dilakukan. Ini biasa dilakukan di daerah terpencil yang 
sarana pengobatannya tidak begitu baik, sehingga dibutuhkan yang lebih canggih dan 
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professional untuk kasus tertentu. Dengan melakukan komunikasi dan tatap muka, 
pasien dapat dilihat secara langsund dan real time mengenai gejala penyakitnya. 
Dengan adanya teknologi video call, antar siswa ataupun guru dapat saling 
berdiskusi, berksperimen dan bereksplorasi baik dalam maupun luar negeri tanpa 
adanya batasan tempat dan waktu.
55
 
B. Pemanfaatan Video Call dalam Perkawinan 
Saat ini manusia dimudahkan untuk melakukan komunikasi dengan orang 
lain. Potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah 
sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai 
bekal kemajuan Zaman dan sebagai sarana untuk mempermudah interaksiantar 
sesama. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat, dapat mempermudah 
komunikasi antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Terlebih setelah adanya 
layanan video call  yang sudah dinikmati lewat berbagai aplikasi yang sudah tersedia. 
Adanya layanan komunikasi tatap muka ini disambut positif oleh masyarakat luas 
layanan video call dianggap memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dalam 
berkomunikasi. Di Indonesia pemanfaatan layanan video call disediakan oleh 
beragam operator telepon seluler seperti Telkomsel dan Indosat. 
Layanan video call sangat menguntungkan bagi orang-orang yang jauh dari 
keluarga atau kerabat-kerabat tercinta. Dengan layanan ini mereka bisa melepas rindu 
dengan bertatap muka langsung meski hanya di depan layar. Meskipun begitu hal 
tersebut sudah sangat mampu mengobati rindu mereka. 
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Layanan video call juga sangat membantu untuk mengetahui kondisi 
seseorang jika layanan telepon hanya bisa mengetahui kondisi seseorang lewat suara, 
namun dengan video call kondisi orang tersebut bisa dilihat dengan visual. Hal ini 
tentu sangat membantu orang-orang yang ingin mengetahui kondisi sanak saudara 
atau kerabat mereka yang dipisahkan oleh jarak. 
Biasanya ketika kita menanyakan posisi seseorang lewat telepon, dia bisa juga 
berbohong, dengan mengatakan lokasi yang bukan sebenarnya. Namun lewat layanan 
video call hal tersebut tidak akan terjadi lagi, karena visual yang ditampilkan akan 
menunjukkan lokasi orang tersebut yang sebenarnya. 
Layanan video call juga bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan sebuah 
peristiwa yang tengah terjadi secara real time. Misalnya saja peristiwa kecelakaan 
ataupun kebakaran. Selain itu peristiwa bahagia seperti pernikahan dan kumpul 
keluarga juga bisa ditampilkan kepada seseorang secara real time lewat layanan video 
call. Namun dibalik banyaknya manfaat positif dari video call, ternyata layanan ini 
juga dimanfaatkan secara negatif oleh orang-orang. Salah satunya dengan menjadi 
ajang melakukan video senonoh. 
Layanan video call juga bisa dimanfaatkan untuk akad nikah sebuah peristiwa 
yang pernah terjadi di dalam lingkup masyarakat. Proses akad nikah dengan media 
Video Call ini akan lebih efisien dan lebih cepat serta keakuratannya tidak diragukan 
lagi. Pemanfaatan video call dalam akad nikah sangat mudah dan dengan kualitas 
suara dan gambar sangat jelas. Akad nikah melalui video call merupakan komunikasi 
global dan lokal yang lebih ekonomis melalui suara atau konferensi video
56
. 
                                                 
56
 Eka Risyana Pribadi, Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi 
dan Komunikasi, dalam http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam- 
penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/, diakses pada tanggal 26 Desember 
2015.  
  
 
51 
Pemanfaatan Akad Nikah melalui Video Call sangat menguntungkan karena 
orang yang melakukan pernikahan tidak lagi harus mengeluarkan tenaga, waktu dan 
hartanya, karena proses akad nikah bisa dilakukan di dalam rumah sendiri sehingga 
lebih efektif dan efisien.  
C. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Video Call 
Pelaksanaan akad nikah teleconference, Conference Call berfungsi utama 
untuk membantu Kelancaran Komunikasi bisnis, mulai dari bisnis Korporasi ekspor 
impor hingga bisnis perbankan syari‟ah. Pelaku bisnis menggunakan Conference Call 
untuk berhubung dengan pihak yang berjauhan, baik pihak internal maupun pihak 
eksternal perusahaan. Conference Call juga bisa berfungsi sosial dan entertainment, 
seperti Group Call dan Party Line. Di Indonesia, layanan Conference Call disediakan 
oleh beragam operator telepon seluler seperti Telkomsel, Indosat, Excelcomindo. 
Tata cara pelaksanaan akad nikah menggunakan teleconference ialah 
pernyataan atau sughat yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian 
diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa rida dan setuju terhadap 
kelangsungan pernikahan. Akad nikah ini dilaksanakan melalui teleconference 
(pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan 
dengan menggunakan suara (Audio Conference) atau menggunakan audio-video 
(Video Conference) yang memungkinkan peserta Konference saling melihat dan 
mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa).
57
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Pelaksanaan akad nikah juga menggunakan teknologi teleconference berbasis 
skype. Artinya, suatu akad pernikahan yang dilakukan oleh wali dari calon mempelai 
perempuan terhadap calon mempelai laki-laki tanpa harus bertemu secara langsung. 
Definisi Skype ialah sebuah program komunikasi dengan teknologi P2P (peer to 
peer). Program ini merupakan program bebas (dapat diunduh secara gratis) dan dibuat 
dengan tujuan penyediaan sarana komunikasi suara berkualitas tinggi yang murah 
berbasiskan internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Pengguna skype 
dapat berbicara dengan pengguna skype lainnya dengan gratis (free). Teknologi skype 
ditemukan oleh wirausahawan Niklas Zemstrom dan Junus Friis. Orang yang sama 
yang juga turut menemukan adalah Kazan dan Joost (P2P untuk televise)
58
 Di 
Indonesia, belum ada klasifikasi yang jelas mengenai biaya yang diperlukan untuk 
menyelenggarakan Conference Call, baik audio, web maupun Video Conference. 
Sementara di Negara-negara maju sudah menempatkan penggunaan Conference Call 
menjadi aspek esensial, terutama dalam kelancaran bisnis. Klasifikasi tersebut, 
yaitu:
59
 
a. Prenium (Participan Conference Call dikenakan biaya lebih pada 
umumnya). 
b. Prabayar (pembayaran sesuai dengan pemakaina). 
c. Tariff rendah (akses terbatas, biaya tetap perbulan). 
d. Bebas biaya (terbatas, tariff normal koneksi jarak jauh saja) 
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Pelaksanaan akad nikah via video teleconference sebagaimana telah dijelaskan 
bahwa banyak perbedaan dikalangan ulama menyangkut hukum pernikahan melalui 
alat komunikasi. Mengenai syah tidaknya akad nikah melalui teleconference adalah 
hamper sama seperti halnya akad nikah menggunakan wakil. Akad nikah 
mensyaratkan agar pihak yang terkait dengan nikah dapat berada dalam satu tempat 
dimaksudkan agar mereka yang melakukan ijab dan Kabul dapat saling memandang 
satu sama lain, mendengar dan memahami ucapan masing-masing. 
Dalam kitab Mughni yang dikutip oleh Syeh Kamil Muhammad dikatakan: 
Karena hukum yang berlaku dalam majlis sama seperti yang berlaku pada 
pelaksanaan akad nikah
60
. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam hal 
ini adalah disyaratkan serah terima dan juga hak pilih dalam berbagai perjanjianjual 
beli. Sehingga dengan demikian, jika kedua mempelai tersebut terpisah tempat, maka 
ijab dimaksudkan menjadi batal dan tidak berarti. Demikian pula jika masing-masing 
dari keduanya sibuk dengan suatu hal yang lain sehingga mengakibatkan terputusnya 
waktu akad.  
Akad menggunakan alat komunikasi (telefon) syah dilakukan mengenai 
barang yang yang tidak diserah terimakan dengan segera. Adapun barang yang 
disyaratkan harus diserah terimakan dengan segera, maka akad itu syah dilakukan 
dengan telefon apabila penyerahanya dapat dilakukan langsung setelah pembicaraan, 
misalnya masing-masing pihak memiliki wakil untuk menyerah terimakan barang 
tersebut atau hal yang semacamnya. Dan bila tidak, maka akad nikah itu tidak bisa 
dilakukan melalui telefon.  
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Proses akad nikah melalui video call adalah pertama, harus diperhatikan 
terlebih dahulu pihak-pihak yang akan melakukan nikah seperti suami, istri, wali, dan 
saksi-saksi. Mereka harus saling mengetahui dan mengenal satu sama lain. Kedua, 
penentuan waktu akad, yaitu harus ada penyesuaian waktu antara pihak calon suami 
dan calon istri. Karena dengan letak geografis yang jauh, maka dapat dipastikan pula 
waktu perbedaan. Ketiga, bahwa kita melakukan komunikasi melalui video 
teleconference ada jeda waktu untuk dapat tersambung dengan pihak yang dituju 
apabila menggunakan video telefon. 
Akad nikah didasarkan atas suka sama suka atau saling rela diantara 
keduanya. Oleh karena suka sama suka adalah persoalan tersembunyi, maka sebagai 
manifestasi dari hal itu adalah dengan adanya ijab dan Kabul. Karena ijab dan Kabul 
merupakan unsure yang paling mendasar bagi keabsahan akad nikah. 
Ulama Madzhab berbeda pendapat dalam mengartikan bersatunya majlis akad 
nikah, apakah itu arti secara fisik (tempat) atau arti akadnya itu sendiri 
(kesinambungan ijab dan Kabul). Madzhab Hanafi dan Syafi‟I memandang bahwa 
Majlis akad memiliki dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu unsur 
tempat dan unsure dan unsur akad itu sendiri
61
. Kedua belah pihak yang berakad 
harus berada pada satu tempat. Begitu juga akadnya harus bersatu, tidak terputus atau 
terpisah antara keduanya.  
Madzhab Hanafiyah mendefinisikan bersatunya majlis akad pada unsur 
akadnya itu sendiri. Artinya, antara ijab dan Kabul harus benar-benar ada 
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kesinambungan meskipun kedua belah pihak tidak berada pada satu ruangan. 
Kesinambungan antara ijab dan Kabul itulah yang lebih sesuai dengan kemudahan 
dan tujuan syari‟at. Kesinambungan yang dimaksud adalah tidak ada perkataan atau 
perbuatan lain yang membatasinya. 
Madzhab Malikiyah dalam ijab dan Kabul lebih banyak membicarakan 
masalah kesinambungan akad nikah dan tidak mengomentari apakah bersatunya akad 
nikah meliputi fisik atau akad nikahnya sekaligus, atau secara fisik atau akadnya saja. 
Tetapi yang jelas, ijab dan Kabul tidak boleh terlalu lama, selama hal itu masih 
dilakukan
62
.  
Dengan demikian, persyaratan bersatunya majlis akad menyangkut keharusan 
kesinambungan antara ijab dan Kabul (kesatuan akad), bukan menyangkut kesatuan 
tempat. Karena, meskipun tempat upacara akad dilakukan dalam satu tempat/ruangan 
yang sama, tetapi pengucapan ijab kabulnya dilakukan dalam dua waktu dan dalam 
upacara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan ijab dan Kabul tidak 
terwujud. Oleh karena itu, maka akad nikahnya dianggap tidak syah.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DALAM 
TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI 
INDONESIA 
A. Hukum Akad Nikah Melalui Video Call Tinjauan Undang-Undang 
Perkawinan 
saya terima nikahnya si fulan binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar 
tunai. Demikianlah lazimnya lafal Kabul diucapkan mempelai pria usai pengucapan 
ijab oleh wali mempelai perempuan atau penghulu. Ya, ijab dan kabul ini merupakan 
sebagian prosesi pernikahan agama Islam sekaligus salah satu rukun perkawinan yang 
diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Normalnya proses ini dilakukan dalam satu majelis. Artinya, ijab abul 
dilakukan pada saat yang bersamaan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Abdul 
Moqsith Ghazali, peneliti The Wahid Institute mengistilahkan ijab dan abul dalam 
satu majelis tersebut artinya, dalam satu ruang dan waktu.
63
 
Namun situasi kini yang makin kompleks dan didukung kemajuan teknologi, 
khususnya teknologi informasi, bisakah proses ijab kabul dilakukan jarak jauh. 
Misalnya, via teleconference, telepon, surat elektronik, layanan pesan singkat (SMS) 
maupun faksimili. Sah atau tidak ijab kabul perkawinan tersebut ? sebaliknya, 
bagaimana juga dengan cara demikian. 
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Kompilasi hukum Islam (KHI) 
Pasal 4 
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan  pasal 
2 ayat (1) Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
Pasal 14 
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada; 
a. Calon suami 
b. Calon istri 
c. Wali nikah 
d. Dua orang saksi, dan  
e. Ijab dan kabul 
Pasal 27 
Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak 
berselang waktu. 
UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
Pasal 2 
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing   
agamanya dan kepercayaannya itu. 
Rifyal yang menyabet gelar master dari Department of Social Sciences, 
kairo, mwsir ini menganalogikan ijab dan Kabul perkawinan dengan perdagangan 
yang menurut Islam juga harus dilakukan dalam satu majelis. Tapi sekarang jual 
beli ekspor impor „kan tidak begitu. Dan itu di seluruh Negara Islam dipandang 
sah-sah saja, 
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Senada dengan Rifyal, Abdus Salam Nawawi, Dekan Fakultas Syariah 
IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyadari perkembangan dunia saat ini tidak bisa 
lagi membatasi ijab dan Kabul harus dalam satu ruang dan waktu. Menurut Abdus 
Salam, inti dari ijab dan Kabul adalah akad atau perjanjian
64
. 
Karenanya, sama dengan Rifyal, Abdus Salam berpendapat akad nikah atau 
ijab Kabul sama dengan ijab Kabul dalam jual beli. Pada prinsipnya sama harus ada 
ijab dan Kabul yang jelas. Apabila kedua pihak yang berakad ini tidak berada satu 
majelis, kemudian melalui bantuan teknologi keduanya dapat dihubungkan dengan 
sangat menyakinkan. 
Perkawinan jarak jauh khususnya lewat media video call telah dikukuhkan 
oleh sebuah putusan pengadilan yaitu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 
1751/P/1989
65
.  
Gus Dur yang pernah melakukan perkawinan jarak jauh. Ia saat itu menempuh 
studi di Mesir dan saat ijab Kabul mewakilkan dirinya kepada orang lain lewat surat 
kuasa. Saat itu, Gus Dur sebagai mempelai pria diwakili kakeknya dari garis ibu, KH 
Bisri Syansuri. 
Sementara itu, Moqsith Ghazali dari The Wahid Institute menggunakan 
pendekatan yang berbeda dalam menanggapi persoalan ijab Kabul jarak jauh ini. 
Menurutnya, ketika menggelar prosesi ijab Kabul, kedua mempelai harus hadir. 
Ini‟kan momen penting. Bukan persoalan sah dan tidak sah. Tapi secara moral, orang 
menikah itu harus hadir secara fisik. 
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B. Hukum Akad Nikah Melalui Video Call perspektif Hukum Perkawinan 
Islam 
Pada dasarnya akad nikah melalui video call itu sama dengan pelaksanaan 
nikah pada umumnya, yaitu sama dengan landasan teorinya. Hanya saja pihak-pihak 
yang berakad nikah tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti bahwa tidak 
berhadap-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaannya akad nikah melalui video call 
tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat. 
Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah mubah 
pada asalnya dan berdasarkan “illahi” maka hukum perkawinan dapat berubah-ubah 
sesuai dengan kondisi si pelaku. Adapun macam-macam hukum pelaksanaan akad 
nikah perkawinan yaitu: 
1. Perkawinan Sunnah 
Perkawinan hukumnya sunnah apabila seseorang dilihat telah cukup baik 
dalam segi materi maupun mentalnya, maka seseorang tersebut sunnah untuk 
melakukan perkawinan maka dia mendapat pahala dan apabila tidak 
melangsungkan perkawinan maka tidak apa-apa. 
2. Perkawinan Wajib 
Perkawinan wajib apabila seseorang dilihat dari segi materi maupun mental 
kejiwaan telah cukup, dan sangat mendesak untuk kawin, karena apabila tidak 
kawin dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan, maka diwajibkan 
baginya untuk kawin, dan apabila tidak maka akan berdosa. 
3. Perkawinan Makruh 
Perkawinan makruh apabila seseorang dilihat dari segi fisiknya telah 
mencukupi tetapi dari segi materi atau pekerjaan belum mencukupi, maka disini 
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makruh baginya untuk melangsungkan perkawinan, karena hal tersebut akan 
menyengsarakan isteri dan anak-anaknya. Sehingga disini apabila dia 
melangsungkan perkawinan tidak apa-apa, tetapi apabila tidak melangsungkan 
perkawinan maka akan mendapat pahala. 
4. Perkawinan Haram 
Perkawinan hukumnya haram apabila seseorang yng akan melakukan 
perkawinan memiliki niat hanya untuk menyakiti dan mengolok-olok, serta 
memiliki niat untuk membalas dendam, atau perkawinan tersebut dapat 
mengakibatkan menderitanya salah satu pihak, maka haram baginya untuk 
melangsungkan perkawinan.
66
 
5. Perkawinan Mubah 
Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila 
tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya 
juga tidak akan menelantarkan isterinya. Perkawinan orang tersebut hanya 
didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga 
kehormatan agamanya dan penghambatanya untuk kawin itu sama, sehingga 
menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti 
mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai 
kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.
67
 
Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, 
tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah 
melalui video call. Dalam kompilasi hukum islam perkawinan tersebut sah bila 
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dilakukan menurut hukum islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi 
semua rukun nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan 
calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Sedangkan sah pelaksanaan 
perkawinan itu sendiri bergantung sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang 
ada dalam tuntutan al-Qur‟an dan hadist mampu dijabarkan menjadi dasar hukum 
fiqh yang lebih rinci dan sifatnya praktis, terlebih dalam menghadapi perubahan 
zaman Menurut penulis, akad nikah melalui video call dipandang telah memenuhi 
rukun dan syarat-syarat perkawinan hukum Islam. permasalahan yang muncul 
apabila membicarakan keabsahan akad nikah melalui video call, tidak lain karena 
menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah 
dipenuhi yaitu: pertama, akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan Kabul. 
Kedua, materi ijab dan kabul tidak boleh berbeda dan ijab kabul harus diucapkan 
secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan Kabul terucap dengan lafazh 
yang jelas, ijab dan Kabul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus 
diucapkan dalam satu majelis.
68
 
Sebaliknya perkawinan dilakukan dalam satu majelis, sehingga menunjang 
kesinambungan waktu pengucapan ijab dan kabul yang merupakan penentu sah atau 
tidaknya suatu  perkawinan. Hal ini juga menjadi salah satu kebiasaan warga 
Indonesia yang mayoritas agama Islam dalam melangsungkan pernikahan. Persoalan 
satu majelis bukan merupakan suatu syarat sah suatu perkawinan, tetapi hanya 
sekedar tata cara dan atau suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan di Indonesia. 
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Tata cara akad nikah melalui video call tidak diatur dalam undang-undang, 
artinya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang melaksanakan perkawinan 
tersebut. Hanya bagi sebagian orang ketentuan satu majelis dan berkesinambungan 
waktu dapat menimbulkan keraguan sah dan tidaknya suatu akad nikah yang 
dilaksanakan melalui video call. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu 
majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat dua golongan besar fiqh yang 
menafsirkan pengertian keterkaitan ini: 
1. Golongan fiqh pertama, dikemukakan oleh Syafi‟i. menafsirkan keterkaitan antara 
kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut golongan pertama ini 
berkesinambungan waktu itu tidak lain pelaksanaan ijab dan Kabul masih saling 
terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu perlu 
disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan 
secara yakin keabsahan ijab dan Kabul tersebut. Secara jelas bahwa dengan adanya 
kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan Kabul, maka diperlukan adanya 
kesatuan majelis. 
2. Golongan fiqh kedua, dikemukakan oleh Hanafi, Hambali dan Maliki, menafsirkan 
kesinambungan waktu itu dapat diartikan ijab qabul menjadi rusak dengan adanya 
pemisaan sesaat, misalnya adanya khotbah di sela-sela antara ijab dan Kabul. Jadi 
dalam hal ini, pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi 
persyaratan perkawinan.  
Menurut penulis bahwa perkawinan yang ijab kabulnya melalui video call 
adalah sah, dan pengaturan ijab Kabul hanya diatur  oleh kompilasi hukum Islam 
yang terdapat pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29. 
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Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: 
“Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun 
dan tidak berselang waktu
69
 
Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan 
dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh 
para pihak dan saksi.
70
 Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika 
dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara calon mempelai 
perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki atau 
wakilnya. Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan 
pengucapan kata-kata “aku nikahkan” dari pihak perempuan yang dilakukan oleh 
wali nikahnya, dan kata-kata “aku menerimanya” dari pihak calon mempelai laki atau 
orang yang mewakilinya.
71
 Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu saat 
wali calon mempelai perempuan selesai mengucapkan ijab kemudian pada saat itu 
juga langsung dilanjutkan kalimat kabul oleh mempelai pria.  
Antara proses ijab dan kabul tidak boleh diselingi oleh aktivitas lain yang 
nantinya akan merusak kesinambungan waktu dan menghilangkan makna satu majelis 
pada proses ijab kabul jadi perihal satu majelis bukan hanya terkait bertemu secara 
fisik tapi kesinambungan waktu antara ijab dan kabul yang harus dijaga tidak boleh 
diselingi oleh aktivitas lain. 
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Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam 
“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang  
bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
72
 
Pada pasal tersebut dapat disampaikan bahwa selama wali nikah dari masing-
masing mempelai tidak berhubungan maka ijab kabul dapat dilangsungkan secara 
pribadi. Hal ini menunjuk kepada peran wali nikah dari pihak perempuan ketika 
proses ijab kabul yang wajib hadir. Jika masih ada orang tua laki-laki atau bapak 
maka yang berhak menjadi wali adalah orang tua, namun jika tidak ada dapat 
diwakilkan kepada saudara laki-laki atau paman. Kehadiran orang tua atau dalam 
perkawinan. Bentuk kehadiran orang tua merupakan wujud dari sikap ikhlas melepas 
putri mereka untuk kawin oleh pria yang nantinya bakal menjadi suaminya. Dalam 
proses ijab kabul dalam akad nikah melalui video call pihak wali perempuan yang 
secara langsung melaksanakan penyerahan atas ijab kepada mempelai laki-laki, maka 
ketentuan pasal 28 tersebut telah terpenuhi juga dalam proses Kompilasi Hukum 
Islam. 
1. Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai secara pribadi. 
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain 
dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas secara tertulis 
bahwa penerimaan wakil atau akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria 
diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.
73
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Pada ayat pertama dalam pasal tersebut dikatakan bahwa yang berhak 
mengucapkan Kabul ialah mempelai pria secara pribadi atau langsung, jika 
dihubungkan dengan ijab Kabul dalam akad nikah melalui video call telah 
memenuhi syarat pertama dalam pasal 29 walaupun pernyataan langsung tersebut 
dilakukan melalui video call akan tetapi mempelai pria telah melangsungkan 
kewajiban tersebut dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 
tersebut juga tidak ada persyaratan bahwa ijab Kabul harus langsung atau dua 
calon mempelai harus berhadap-hadapan dalam suatu ruangan. 
Walaupun dalam kasus perkawinan tersebut dilangsungkan diluar kebiasaan 
yaitu melalui video call, akan tetapi segala sesuatunya dilakukan dengan cara-cara 
seperti perkawinan yang biasa, yaitu: 
1. Telah dilakukan pemberitahuan kehendak terlebih dahulu ke pegawai 
pencatat sesuai dengan ketentuan pasal 33 PP NO. 9/1975. 
2. Telah terpenuhinya segala syarat sesuai pasal 6 dan 7 undang-undang NO. 
1/1974 jo, PP NO. 9/1975 dan tidak ada halangan perkawinan terhadap 
ketentuan persyaratan perkawinan mereka. 
3. Segala sesuatunya dilakukan dengan ittihad baik tidak ada suatu maksud 
sebagai penyelundupan hukum yang bermaksud untuk menghindari 
ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku atas diri para pihak 
dengan memilih menggunakan undang-undang perkawinan yang tidak 
berlaku atau para pihak. Semua tindakan dengan maksud ittihad baik ini, 
dapat dilihat dari dipenuhinya segala sesuatu yang dipersyaratkan 
peraturan yang berlaku. 
  
 
66 
Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad 
perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan 
memenuhi syarat.
74
 Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan 
bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-
pihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi. 
75
 dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa pengaturan ijab Kabul itu bersifat fleksibel dan elastic, dalam 
artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dan dapat 
dipahami para pihak. 
Mengenai pertentangan yang ditimbulkan dengan dua masalah perihal “satu 
majelis” justru dapat dikatakan bahwa kesinambungan waktu pengucapan ijab dan 
Kabul itu tetap terjaga dalam hal akad nikah melalui video call. Hal ini didasarkan 
dan bisa dilihat pada kenyataan yang dapat ditemukan sehari-hari bahwa teknologi 
komunikasi dikaitkan dengan kasus akad nikah melalui video call justru memberikan 
fasilitas sambungan langsung, sehingga penghasilan percakapan berupa suatu dialog 
seperti hal percakapan tanpa media. Bahkan pada jarak yang sangat jauh sekalipun 
video call mampu mengirim suara dan gambar itu dengan cepat, hamper sebanding 
dengan kecepatan suatu berita dua orang berbicara dengan berhadap-hadapan 
langsung dalam suatu tempat. 
Dalam kaitanya dengan kasus akad nikah lewat video call, belum ditemukan 
secara tegas adanya peraturan yang mengaturnya. Pasal 10 ayat 3 peraturan 
pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “dengan mengendalikan tata 
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cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan itu, 
perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang 
saksi.
76
 Jika ditafsirkan, isi ayat tersebut masih bisa ditafsirkan secara bervariasi, 
bagaimana jika dilakukan dihadiri dua orang atau dua kelompok saksi, akan tetapi 
secara terpisah, dalam arti satu kelompok menghadiri ijabnya saja dan yang lain 
menghadiri kabulnya saja. Praktik tersebut bisa juga disebut dihadiri oleh dua orang 
saksi, tetapi secara terpisah.
77
 
Menurut penulis mengenai akad nikah melalui video call sebagaimana fakta 
bahwa belum diatur dalam hukum perkawinan serta pada umumnya kehidupan 
manusia rentan dengan perubahan karena erat dengan perkembangan zaman, tempat 
dan keadaan, maka dalam menyikapi terjadinya perubahan dan perkembangan 
kemajuan teknologi sedangkan norma hukum belum memiliki dalil secara khusus 
terhadap peristiwa-peristiwa modern. Sehingga Nabi Muhammad pernah menyatakan 
dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 
“kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu.” (HR Muslim) 
Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa terkait dengan perkembangan 
dunia masa depan tidak menutup kemungkinan bahwa dunia modern akan 
memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam norma hukum 
sebelumnya sehingga diperlukan kreativitas para hakim untuk menemukan hukum 
baru guna mengatasi persoalan baru tersebut. Demikian halnya dengan hukum Islam 
yang memiliki karakter yang bersifat elastic dan hukum statis.
78
  
                                                 
76
 Republic Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan” 
Dalam Undang-Undang  pokok perkawinan, h. 35. 
77
 Satria Effendi M, Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 14. 
78 M. Ali Hasan, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Sah, Hasil Refleksi Ijtihad Dyekh 
Muhammad Ali As-Sayis, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 115. 
  
 
68 
Dengan demikian penulis berpendapat bahwa menetapkan hukum akad nikah 
melalui video call akan memunculkan dua pendapat hukum yaitu: 
1. Akad nikah melalui video call itu sah jika hal tersebut disebabkan akad 
nikah pada perkawinan yang dimaksud telah memenuhi rukun dan syarat 
sah suatu perkawinan yang menjelaskan mengenai ijab dan Kabul yang 
tidak dilakukan dalam satu majelis atau secara non fisik menurut Hambali 
2. Akad nikah melalui video call itu tidak sah apabila berdasarkan pada 
pendapat syafi‟I tentang akad, maka perkawinan tidak sah karena 
mengharuskan calon pengantin pria dan wanita nikah berada dalam satu 
majelis secara fisik dan para saksi harus menyaksikan secara langsung. 
 
C. Alasan-Alasan Dilakukannya Akad Nikah Melalui Video Call 
Akad nikah via video call Studi banding yang dilakukan oleh beberapa 
kampus di Indonesia tentang penerapan hukum syari‟ah ke Mesir terkait pelaksanaan 
akad nikah menggunakan media elektronik, yaitu video call membuahkan hasil yang 
maksimal. Masalah sah atau tidaknya nikah jarak jauh atau melalui media video call 
sebenarnya sudah lama menjadi bahan pembicaraan serius, ada yang menyatakan 
boleh, ada juga yang menyatakan tidak boleh (tidak sah pernikahannya)
79
. Studi 
banding tentang penerapan hukum syari‟ah ke Negara Mesir yang dipimpin oleh 
Direktur Penerapan Agama Islam, Drs. H. Ahmad Jauhari menjelaskan bahwa 
lembaga Fatwa Mesir (Daar al-Ifta) telah menfatwakan masalah pernikahan 
menggunakan media jarak jauh tersebut. Menurut Lembaga Fatwa Mesir, pernikahan 
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melalui media video call atau jarak jauh menggunakan Teknologi Informasi itu tidak 
sah. Karena tidak memenuhi persyaratan majelis akad nikah yaitu satu majelis. 
Akad nikah melalui video call pada prakteknya jarang dilakukan meskipun 
ada juga yang melakukan perkawinan tersebut, hal ini semata-mata karena keadaan 
yang sifatnya terpaksa harus dilakukan dengan cara demikian. Meskipun undang-
undang tidak melarang akad nikah melalui video call, namun alasan-alasan 
dilakukannya akad nikah melalui video call karena potensi perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk 
mengevakuasi dan mempelajari teknologi ini sebagai bekal kemajuan zaman dan 
sebagai sarana untuk mempermudah interaksi antara sesama, kemajuan teknologi 
komunikasi yang cepat, dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dengan 
tempat yang lain, orang yang melakukan pernikahan tidak lagi harus mengeluarkan 
tenaga, waktu dan hartanya, karena prosesi akad nikah bisa dilakukan di dalam 
rumah/kediaman sendiri sehingga lebih efisien, Teleconference berbasis skype 
merupakan komunikasi global dan lokal yang lebih ekonomis melalui suara atau 
conference video. Proses akad nikah dengan media ini akan lebih efisien dan lebih 
cepat serta keakuratannya tidak diragukan lagi, penggunaan dengan skype ini sangat 
mudah dan dengan kualitas suara yang lebih baik disbanding dengan model VOIP 
sebelumnya. Pengguna hanya diharuskan untuk memiliki komputer dengan serta 
sambungan internet.pesifikasi teknis tertentu (dan tentunya telah mempunyai aplikasi 
skype di dalamnya terlebih dahulu), headset (yang memiliki mic dan speaker)  serta 
sambungan internet. Akad nikah yang dilakukan dengan media ini bisa sama persis 
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dengan yang dilakukan secara face to face.
80
 Dan alasan-alasan lainnya sehingga 
terlaksana akad nikah melalui video call karena calon mempelai pria pisah jarak jauh 
antara calon mempelai perempuan. Biasanya, calon mempelai pria bekerja di luar 
kota dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. karena itu, dilakukanlah akad nikah 
melalui video call. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Akad nikah melalui Video Call Menurut Undang-undang perkawinan dan 
hukum Islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. 
Kedudukan ijab kabul dalam akad nikah melalui video call terdapat dua 
penafsiran dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga 
penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di peradilan agama, maka 
akad nikah sah selama proses terjadinya ijab Kabul tidak ada keraguan dan 
memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan 
persoalan kedudukan satu majelis, baik ditinjau secara nonfisik. 
2. Hukum akad nikah melalui Video Call menurut Undang-undang perkawinan 
dan hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab kabul melalui video call 
dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta 
tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut 
sudah sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27sampai dengan 29 
Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan 
sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh 
mempelai laki-laki melalui video call, kemudian semua spek perkawinan 
terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan. Para ulama 
berbeda pendapat dalam merumuskan “hukum nikah video call”. Perbedaan 
tersebut disebabkan lebih kepada pemahaman tentang maksud ittihad al-majlis. 
Imam Syafi lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik. Dengan demikian 
wali dan calon mempelai laki-laki, harus berada dalam satu ruangan, sehingga 
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mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan, agar kedua belah pihak 
(wali dan calon suami), saling mendengar dan memahami secara jelas ijab dan 
kabul yang mereka ucapkan. Sedangkan menurut Imam Hambali 
menginterprestasikan ittihad al-majlis dalam arti non fisik (tidak mesti dalam 
satu ruangan) ijab dan Kabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu 
upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain. Pendapat 
keduanya didasarkan pada dalil rukun dan syarat sahnya pernikahan. 
B. Implikasi Penelitian 
Hendaknya masyarakat dapat mengerti dan memahami bahwa perkembangan 
zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu dampak dalam perkembangan 
hukum, maka hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaedah dan ushul fikih bahwa 
hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan 
tempat, sehingga muncul masalah akad nikah melalui video call merupakan suatu 
kemajuan dari semakin pesatnya perkembangan zaman. 
Perlunya juga dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang dengan 
memasukkan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara tegas seperti 
memasukkan pengaturan mengenai ijab Kabul dalam akad nikah melalui video call 
atau ketidakhadiran secara fisik salah satu mempelai dalam akad nikah tidak 
mengurangi keabsahan dari perkawinan tersebut karena suatu hal yang sangat 
mendesak agar dapat memberikan kepastian hukum yang sah. 
Meskipun akad nikah melalui video call dianggap sah, alangkah baiknya akad 
nikah dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara 
langsung. Melaksanakan akad nikah melalui video call jika memang diperlukan 
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karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan masing-masing pihak bertemu 
secara langsung. 
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